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ABSTRACT

Public service is one of two government major functions. Ministry of
Agrarian and Spatial/National Land Agency (BPN) is a governmental institution
who obligates to take part in the implementation of public service in land issues.
In line with the development of information technology BPN continues to develop
several service innovations to improve its service quality. One of them is Web-
Based Land Office Computerization Application (KKPWeb). In its journey, the
KKPWeb application has suffered many developments, including the availability
of Early Warning System facility that serves to control land service settlement
period in accordance to land service and arrangement standard. All Land Office
have carried out KKPWeb application. As for the research’s objectives are to
discover: 1). Differences of land service punctuality between after and before the
implementation of Early Warning System of KKPWeb application at Rokan Hilir
Land Office. 2). Implementation of Early Warning System function of KKPWeb
application in Rokan Hilir Land Office.

Research method used in this research was combination method between
quantitative and qualitative approach. Sampling technique was conducted by
random (simple random sampling). Data analysis technique was by quantitative
comparative analysis and descriptive qualitative analysis. Comparative
quantitative analysis was conducted by using t test to learn the differences of
service punctuality between before and after the implementation of Early Warning
System of KKPWeb application at Rokan Hilir Land Office. Descriptive
qualitative analysis was conducted to discover the implementation of Early
Warning System function of KKPWeb application at Rokan Hilir Land Office.

Research result indicated that: 1). There are a significant differences of
service punctuality between before and after the implementation of Early Warning
System of KKPWeb Application at Rokan Hilir Land Office. This is indicated by
value of tcalculate = 6,7333 with the degrees of freedom (df) = 89 greater than tTable.

= 1,98698. 2). Early Warning System function at Rokan Hilir Land Office has not
run optimally due to electrical state, internet connection, server condition,
documentary error, applicants state,  Land Deed Registrar’s documents condition
and human resources condition as well as inadequate budget.

Key Words: Punctuality, Land Service, Early Warning System
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah salah satu dari dua fungsi utama

pemerintah. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik

dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu

negara kesejahteraan (welfare state) (Hardiansyah, 2011:15). Pelayanan

publik dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

terhadap barang dan/atau jasa. Pemberian pelayanan ini merupakan tanggung

jawab dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(yang selanjutnya disebut BPN) merupakanlembaga pemerintah yang wajib

berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang

pertanahan. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah sikap masyarakat saat

ini semakin kritis dalam menyikapi segala bentuk pelayanan. Asumsi

masyarakat tentang pelayanan publik di bidang pertanahan masih terkesan

negatif. Harapan yang diinginkan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan

adalah landasan aturan yang ada mengilhami dan menginspirasi segenap

elemen BPN untuk melakukan commitment to improve dari masa ke masa

(Wicaksono, 2014:6).

Keterbatasan aparatur pertanahan menjadi salah satu penyebab

buruknya pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini tentunya menjadi tantangan
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tersendiri bagi BPN untuk berbenah diri dan memperbaiki kinerja dan sistem

pelayanan pertanahan yang ada. Upaya pembenahan dan perbaikan kinerja

serta sistem pelayanan ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan

pertanahan yang efektif dan efisien.

Salahsatu unsur terpenting dalam pelayanan adalah kejelasan,

kelengkapan dan transparansi informasi terkait pelayanan tersebut. BPN

melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

telah menetapkan standar pelayanan terkait kelompok dan jenis pelayanan,

persyaratan, biaya, waktu, prosedur dan pelaporan guna transparansi

informasi terkait pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini diatur dengan jelas

guna mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan

publik.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pemanfaatan teknologi informasi

dimungkinkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan publik. BPN turut memanfaatkan teknologi informasi dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan

teknologi informasi BPNpun terus mengembangkan beberapa inovasi

pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu diantaranya

adalah Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan berbasis Web (yang

selanjutnya disebut aplikasi KKPWeb) yang mulai digunakan sejak tahun

2010.
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Aplikasi KKPWeb dibangun sedemikian rupa untuk mewujudkan

amanat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan

Nasional Pertanahan yang menugaskan BPN RI untuk membangun dan

mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan dan Manajemen Pertanahan

Nasional (SIMTANAS). Dalam perjalanannya, aplikasi KKPWeb telah

mengalami banyak perkembangan, diantaranya telah tersedianya fasilitas

Early Warning System yang berfungsi mengontrol waktu penyelesaian

pelayanan pertanahan sesuai dengan standar pelayanan dan pengaturan

pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu

kantor pertanahan di Provinsi Riau yang telah menjalankan aplikasi

KKPWeb. Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir awalnya melaksanakan

pelayanan pertanahan secara manual, barulah pada awal tahun 2012 dimulai

pelayanan pertanahan berbasis komputerisasi dengan aplikasi KKPWeb.

Setiap tahunnya Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir

memiliki volume pekerjaan yang cukup besar terutama pelayanan peralihan

hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Persentase penyelesaian

permohonan peralihan hak atas tanah sebelum dan sesudah adanya aplikasi

KKPWeb dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Jumlah Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir

No Tahun
Jumlah Permohonan Peralihan

Hak Atas Tanah Keterangan

1 2009 458 Manual
2 2010 435 Manual
3 2011 485 Manual
4 2012 447 KKPWeb
5 2013 1042 KKPWeb
6 2014 683 KKPWeb

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, 2014

Dari Tabel 1 diketahui bahwa dari tahun 2009 hingga 2014 terdapat

peningkatan volume pekerjaan peralihan hak atas tanah. Dalam kurun waktu

3 (tiga) tahun penerapan aplikasi KKPWeb dengan Early Warning System

terdapat peningkatan volume pekerjaan yang cukup signifikan.

Adanya peningkatan volume pekerjaan dari tahun ke tahun tentunya

menuntut Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir untuk menyelesaikan

pekerjaan tepat waktu. Early Warning System pada aplikasi KKPWeb

dimaksudkan untuk mengontrol ketepatan waktu penyelesaian berkas

permohonan sesuai dengan standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penelitian ini diberi judul : “Uji

Perbandingan Ketepatan Waktu Pelayanan Pertanahan Sebelum dan

Sesudah Penerapan Early Warning System(Studi di Kantor Pertanahan

Kabupaten Rokan Hilir)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, diketahui bahwa

sebelum aplikasi KKPWeb di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir
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diterapkan, pelayanan pertanahan belum berjalan cukup efektif, terdapat

beberapa keterlambatan penyelesaian berkas permohonan pelayanan

pertanahan.Setelah 3 (tiga) tahun penerapan aplikasi KKPWeb terdapat

peningkatan penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang cukup signifikan

walaupun belum mencapai 100%. Aplikasi KKPWeb khususnya fasilitas

Early Warning System diharapkan mampu mengatasi permasalahan

keterlambatan penyelesaian berkas permohonan. Oleh karena itu

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan ketepatan waktu pelayanan pertanahan yang

signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Early Warning

Systemaplikasi KKPWebdi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir?

2. Bagaimana penerapan fungsi Early Warning System aplikasi KKPWeb di

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada ketepatan waktu penyelesaian

pelayanan pertanahan berupa pelayanan peralihan hak atas tanah yang

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu

3 (tiga) tahun sebelum dan 3 (tiga) tahun sesudah penerapan Early Warning

System aplikasi KKPWeb yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun

2014.Pelayanan peralihan hak yang akan diteliti adalah peralihan hak – jual

beli, peralihan hak – pewarisan, dan peralihan hak – hibah. Hal ini
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dikarenakan jenis pelayanan peralihan hak lainnya sangat jarang ditemui

bahkan tidak pernah ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian tentang ketepatan waktu penyelesaian pelayanan

pertanahan ini menarik karena masih terdapat beberapa masalah terkait

ketepatan waktu penyelesaian pelayanan pertanahandi Kantor Pertanahan

Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkanprasurvei/observasi dilapangandiketahui

bahwa terdapat indikasi masih terdapat pelayanan pertanahan yang

penyelesaiannya masih belum sesuai dengan standar pelayanan dan

pengaturan pertanahan. Adanya perbedaan penyelesaian masing-masing

berkas permohonan pelayanan pertanahan ini menjadi hal menarik untuk

diteliti agar diketahui akar permasalahannya sehingga ditemukan solusinya.

D. Tujuan dan KegunaanPenelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui perbedaan ketepatan waktu pelayanan pertanahan

antara sebelum dan sesudah penerapan Early Warning System aplikasi

KKPWeb di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir.

b. Untuk mengetahui penerapan fungsi Early Warning System aplikasi

KKPWeb di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

a. Masukan dan sumber referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan

ketepatan waktu pelayanan pertanahan berbasis web.
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b. Masukan informasi yang bermanfaat kepada instansi terkait khususnya

BPN dan praktisi pada umumnya sebagai bahan pertimbangan dalam

pelaksanaan pelayanan pertanahan berbasis web.

E. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberi

gambaran tentang perkembangan, pelaksanaan, dan pengaruh pelaksanaan

aplikasi KKPWeb di beberapa Kantor Pertanahan. M. Hady Arman R (2009)

dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Sistem Komputerisasi

Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Makasar

Provinsi Sulawesi Selatan” mengungkapkan bahwa perkembangan sistem

komputerisasi di Kantor Pertanahan Kota Makasar dapat dilihat dengan

adanya presensi pegawai dan kamera CCTV, digitalisasi pelayanan loket,

penggunaan aplikasi justisia, serta penggunaan Aplikasi LOC phase IIB.

Rahayu Puji Lestari (2009) dalam penelitiannya tentang

“Pelaksanaan Komputerisasi Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah” menjelaskan bahwa

Pelaksanaan pelayanan pertanahan dengan aplikasi LOC di Kantor

Pertanahan Kabupaten Magelang yang meliputi pelayanan di bagian front

office dan back office sudah dapat diterapkan pada Seksi Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah, Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan serta Sub Bagian

Tata Usaha. Selain itu, Penerapan aplikasi LOC belum dapat meningkatkan
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pelayanan pertanahan, hal ini dikarenakan terjadi penurunan produktivitas

setelah menggunakan aplikasi LOC sebesar 3%.

Jonverson Broito Tamba (2011) dalam penelitiannya yang berjudul

“Komputerisasi Kantor Pertanahan Dalam Meningkatkan Pelayanan

di Kantor Pertanahan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur”

mengungkapkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dengan aplikasi KKP sudah

diterapkan di semua seksi tetapi pada pelaksanaannya baru berjalan pada

seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan. Selain itu, terjadi peningkatan

produktivitas terhadap penyelesaian permohonan pelayanan sebesar 30.75%.

Arie Imawan (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan

Komputerisasi Kantor Pertanahan Dalam Usaha Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Pertanahan(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi

Sumatera Barat)” mengungkapkan bahwa Penerapan KKP di Kantor

Pertanahan Kota Solok belum menunjukkan pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Arsyidinul (2013) dalam penelitiannya tentang “Implikasi Program

KKPWeb Terhadap Pekerjaan Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan

Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan” menyimpulkan bahwa Penggunaan

aplikasi KKPWeb di Kantor Pertanahan Kota Palopo dimulai tahun 2011.

Selama dua tahun berjalan persentase basis data Geo KKP yang dihasilkan

sebesar 53,24%. Implikasi yang dihasilkan yaitu meningkatkan pekerjaan

pelayanan karena adanya warning system dan memberikan kejelasan,

kepastian dan transparansi dari segi waktu dan posisi berkas permohonan.
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Hal berbeda diungkapkan oleh Mahenggar Paulina Puspitasari

(2014) dalam penelitiannya tentang “Penggunaan Aplikasi Komputerisasi

Kantor Pertanahan Berbasis Web Dalam Rangka Persiapan Menuju

Pelayanan Prima”. Semua jenis kegiatan pelayanan di bidang pertanahan

sudah dilayani dengan menggunakan aplikasi KKPWeb dan pelaksanaan

pelayanan pertanahan masih belum mencapai maksimal karena pembangunan

basisdata untuk data spasial masih 20%. Inovasi pelayanan aplikasi KKPWeb

dapat dijadikan sebagai persiapan menuju pelayanan prima.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya

adalah penelitian ini lebih difokuskan kepada fungsi sistem peringatan dini

(Early Warning System) pada aplikasi KKPWeb sebagai instrumen penjamin

ketepatan waktu penyelesaian pelayanan pertanahpan khususnya pelayanan

peralihan hak atas tanah.

Kebaruan penelitian ditunjukan dengan membandingkan penelitian

ini dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai

masalah dengan tema yang hampir sama, dengan menunjukkan perbedaannya

dalam bentuk Tabel. Adapunhal yang membedakanantara lain judul

penelitian, tahun penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan hasil

penelitian. Secara skematis perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel2.
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No
JudulPenelitian

NamaPeneliti /Tahun
Tujuan Penelitian

Metode
Penelitian dan

Pendekatan
Hasil Penelitian

1 2 3 4 5

1. Perkembangan Sistem
Komputerisasi Dalam Upaya
Peningkatan Pelayanan Di
Kantor Pertanahan Kota Makasar
Provinsi Sulawesi Selatan

M. Hady Arman/2009
Skripsi/STPN

Untuk mengetahui perkembangan sistem
komputerisasi pelayanan pertanahan di
Kantor Pertanahan Kota Makasar Provinsi
Sulawesi Selatan

Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan
dalam perkembangan sistem kompouterisasi
pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan
Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Deskriptif
Kualitatif

Perkembangan sistem komputerisasi
dapat dilihat dengan adanya :
1. presensi pegawai dan kamera

CCTV Tahun 2007,
2. digitalisasi pelayanan loket

(2009),
3. penggunaan aplikasi justisia

(2009), Aplikasi LOC phase IIB
(2009).

Dampak perkembangan sistem
komputerisasi yakni adanya
peningkatan kuantitas pelayanan yang
belum signifikan setelah adanya
aplikasi LOC phase IIB.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu
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1 2 3 4 5

2. Pelaksanaan Komputerisasi
Pelayanan Pertanahan Di Kantor
Pertanahan Kabupaten Magelang
Provinsi Jawa Tengah

Rahayu Puji Lestari/2009
Skripsi/STPN

Untuk mengetahui pelaksanaan
komputerisasi pelayanan pertanahan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

Untuk mengetahui peningkatan pelayanan
pertanahan setelah dilakukannya sistem
komputerisasi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Magelang.

Deskriptif
Kualitatif

Pelaksanaan pelayanan pertanahan
dengan aplikasi LOC di Kantor
Pertanahan Kabupaten Magelang yang
meliputi pelayanan di bagian front
office dan back office sudah dapat
diterapkan pada Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah, Seksi Survei
Pengukuran dan Pemetaan serta Sub
Bagian Tata Usaha.

Penerapan aplikasi LOC belum dapat
meningkatkan pelayanan pertanahan,
hal ini dikarenakan terjadi penurunan
produktivitas setelah menggunakan
aplokasi LOC sebesar 3%.



12

1 2 3 4 5

3. Komputerisasi Kantor Pertanahan
Dalam Meningkatkan Pelayanan
Di Kantor Pertanahan Kota Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jonverson Broito Tamba/2011
Skripsi/STPN

Untuk mengetahui bagaimana penerapan
KKP dalam peningkatan pelayanan di
Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Untuk mengetahui apakah dengan
penerapan KKP dapat meningkatkan
produktivitas pelayanan pertanahan di
Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Deskriptif
Kualitatif

Pelaksanaan pelayanan dengan aplikasi
KKP sudah diterapkan di semua seksi
tetapi pada pelaksanaannya baru
berjalan pada seksi SPP.

Terjadi peningkatan produktivitas
terhadap penyelesaian permohonan
pelayanan sebesar 30.75%. Adapun
kendala yang dihadapi pada penerapan
KKP yaitu berkaitan dengan SDM
karena hanya beberapa SDM saja yang
mengikuti pelatihan.

4. Penerapan Komputerisasi Kantor
Pertanahan Dalam Usaha
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Pertanahan (Studi Kasus di Kantor
Pertanahan Kota Solok Provinsi
Sumatera Barat)

Arie Imawan/2011
Skripsi/STPN

Untuk mengetahui pengaruh penerapan
Komputerisasi Kantor Pertanahan dalam
upaya peningkatan kualitas pelayanan
pertanahan di Kantor Pertanahan Kota
Solok ditinjau dari segi waktu penyelesaian
pekerjaan, SDM yang ada.

Untuk mengetahui kendala yang timbul
dalam penerapan Komputerisasi Kantor
Pertanahan serta langkah-langkah yang
ditempuh dalam mengatasinya.

Deskriptif
Kualitatif

Belum menunjukkan pengaruh yang
signifikan terhadap peningkatan
kualitas pelayanan.

Kendala yang ada disebabkan oleh
rentang waktu penerapan
komputerisasi yang belum lama dan
SDM yang ada masih membutuhkan
waktu untuk menyesuaikan dengan
teknologi baru.
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1 2 3 4 5

5. Implikasi Program KKPWeb
Terhadap Pekerjaan Pelayanan
Pertanahan Di Kantor Pertanahan
Kota Palopo Provinsi Sulawesi
Selatan

Arsyidinul/2013
Skripsi/STPN

Untuk mengetahui pembangunan basis data
dan implementasi aplikasi KKP-Web di
Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi
Sulawesi Selatan.

Untuk mengetahui perbandingan pekerjaan
pelayanan pertanahan sebelum dan setelah
pelaksanaan program aplikasi KKPWeb,
ditinjau dari segi waktu penyelesaian
pekerjaan, biaya dan kualitas data.

Deskriptif
Kualitatif

Penggunaan aplikasi KKP-Web di
Kantor Pertanahan Kota Palopo
dimulai tahun 2011. Selama dua tahun
berjalan persentase basis data Geo
KKP yang dihasilkan sebesar 53,24%.

Implikasi yang dihasilkan yaitu
meningkatkan pekerjaan pelayanan
karena adanya warning system dan
memberikan kejelasan, kepastian dan
transparansi dari segi waktu dan posisi
berkas permohonan.

6. Penggunaan Aplikasi Komputerisasi
Kantor Pertanahan Berbasis Web
Dalam Rangka Persiapan Menuju
Pelayanan Prima (Studi Di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan)

Mahenggar Paulina P/2014
Skripsi/STPN

Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan di
bidang pertanahan yang ada di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar dengan
menggunakan aplikasi KKPWeb dan

Untuk mengetahui apakah aplikasi
KKPWeb dapat digunakan untuk
mempersiapkan Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar melakukan pelayanan
prima.

Deskriptif
Kualitatif

Semua jenis kegiatan pelayanan di
bidang pertanahan sudah dilayani
dengan menggunakan aplikasi
KKPWeb dan pelaksanaan pelayanan
pertanahan masih belum mencapai
maksimal karena pembangunan
basisdata untuk data spasial masih
20%.

Inovasi pelayanan aplikasi KKPWeb
dapat dijadikan sebagai persiapan
menuju pelayanan prima di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar.
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Sumber : Hasil Pengolahan Data dari Berbagai Sumber, 2015

1 2 3 4 5

7. Uji Perbandingan Ketepatan Waktu
Pelayanan Pertanahan Sebelum dan
Sesudah Penerapan Early Warning
System(Studi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Rokan Hilir)

Yona Dwi Lestari/2015
Skripsi/STPN

Untuk mengetahui ada/tidaknya perbedaan
ketepatan waktu pelayanan pertanahan yang
signifikan antara sebelum dan sesudah
penerapan Early Warning System aplikasi
KKPWeb di Kantor Pertanahan Kabupaten
Rokan Hilir.

Untuk mengetahui penerapanfungsiEarly
Warning System aplikasi KKPWeb di
Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir.

Kombinasi
Sequential

Explanatory
Design

Terdapat perbedaan ketepatan waktu
pelayanan pertanahan yang signifikan
antara sebelum dan sesudah
penerapan Early Warning System
aplikasi KKPWeb di Kantor
Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir.

Penerapan Early Warning System
aplikasi KKPWeb di Kantor
Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir
belum berjalan optimal.
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Berdasarkan hasil uraian tentang penelitian terdahulu pada Tabel 2

diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian-penelitian

sebelumnya dengan penelitianyang akan dilakukan. Penelitian yang akan

dilakukan memiliki kebaruan karena belum ada penelitian yang sama yang telah

dilakukan sebelumnya, baik dari segi judul, metode penelitian, tujuan penelitian,

dan lokasi penelitian.
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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan ketepatan waktu pelayanan yang signifikan antara

sebelum dan sesudah penerapan Early Warning System aplikasi KKPWeb

di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini ditunjukkan oleh

nilai thittung = 6,7333 dengan derajat kebebasan (df) = 89 lebih besar

daripada tTabel. = 1,98698. Oleh karena nilai thittung >tTabelmaka H0 ditolak

yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara ketepatan waktu

pelayanan sebelum dan sesudah penerapan Early Warning System aplikasi

KKPWeb di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir. Penerapan Early

Warning Systemaplikasi KKPWeb di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan

Hilir memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu

pelayanan peralihan hak atas tanah.

2. Apabila dibandingkan dengan harapan awal diciptakannya fungsi Early

Warning Systemaplikasi KKPWeb yaitu diharapkan mampu mengontrol

seluruh pelayanan selesai tepat waktu (100%) maka ketepatan waktu

setelah penerapan fungsi Early Warning System ini masih belum

sepenuhnya terpenuhi, fungsi ini baru bekerja sebesar 62,22% saja yang

artinya masih terdapat 37,78% berkas permohonan yang masih mengalami

keterlambatan penyelesaian.Fungsi Early Warning System ini belum dapat

berjalan optimal diantaranya disebabkan oleh kondisi listrik, koneksi

internet, kondisi server, kesalahan dokumen, kondisi pemohon, kondisi



93

warkah dan kondisi sumber daya manusia serta anggaran yang masih

belum cukup mendukung sepenuhnya.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan

a. Hendaknya Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang memberikan

pelayanan kepada masyarakat selalu melakukan evaluasi terhadap

kinerja pegawai dan kinerja pelayanan yang diberikan sehingga

masyarakat memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diberikan.

b. Hendaknya Kantor Pertanahan menerapkan sistem reward and

punishment dalam rangka peningkatan disiplin dan profesionalisme

pegawai sehingga menunjang pemberian pelayanan yang memuaskan.

c. Hendaknya Kantor Pertanahan terus meningkatkan kinerjanya sesuai

dengan standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang telah

ditetapkan agar fasilitas yang telah disediakan oleh BPN Pusat dapat

berjalan optimal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Oleh karena keterbatasan waktu dan kemampuan, maka dalam

melakukan penelitian ini hanya menggunakan sampel dari jenis

pelayanan peralihan hakatas tanah saja, sedangkan dalam

kenyataannya masih banyak jenis pelayanan pertanahan yang belum

diteliti. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk

meneliti keseluruhan jenis pelayanan pertanahan.
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b. Penelitian ini juga hanya sebatas pada pengamatan terhadap satu

kantor pertanahan saja selama 3(tiga) tahun sebelum dan 3 (tiga)

tahun sesudah penerapan Early Warning System. Untuk penelitian

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rentang waktu yang lebih

panjang, sampel yang lebih banyak, dan juga apabila memungkinkan

lokasi penelitian yang lebih dari satu kantor pertanahan sehingga

diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang lebih umum atau dapat

digeneralisasi.
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